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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI REVITALISASI 

PEMBIAYAAN BERMASALAH DI USPPS-KSU JABAL RAHMAH 

SIDOARJO 

A. Analisis Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di USPPS-KSU 

Jabal Rahmah Sidoarjo 

Berdasarkan data yang dipaparkan pada bab 3, bahwa tingkat pembiayaan 

bermasalah mengalami fluktuasi selama 3 bulan terakhir, yakni pada bulan 

Agustus sebesar 3,34% dengan jumlah pembiayaan bermasalah sebesar 24 

anggota, kemudian pada bulan September mengalami penurunan yakni 

berada di 3,16% dengan jumlah anggota bermasalah 22 orang, dan 

mengalami peningkatan yang relatif tinggi yakni berada di 4,27% dengan 

jumlah anggota bermasalah sebanyak 33 orang.1 

Besaran rasio NPL atau NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah 

maksimal 5%. Jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian 

tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.2 Tingkat NPF USPPS-KSU Jabal 

Rahmah selama bulan Agustus hingga Oktober 2016 belum melewati 

ambang batas toleransi kesehatan suatu lembaga keuangan yang ditetapkan 

Bank Indonesia (BI) yakni sebesar 5%. USPPS-KSU Jabal Rahmah tetap 

harus mewaspadai hal tersebut agar tingkat pembiayaan bermasalahnya tidak 

                                                            
1 USPPS-KSU Jabal Rahmah, Daftar Kolektabilitas KSU Jabal Rahmah (Sidoarjo: USPPS-KSU 

Jabal Rahmah, 2016), 11. 
2 Mutamimah & Siti Nur Zaidah Chasanah, “Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan 

Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia”..., 52.  
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semakin meningkat dan dapat segera turun sehingga kesehatan koperasi 

dapat tetap terjaga.  

Pembiayaan di USPPS-KSU Jabal Rahmah dapat dikatakan 100% 

didominasi pembiayaan muraba>hah, meskipun pembiayaan musya>rakah  juga 

merupakan produk pembiayaan di USPPS-KSU Jabal Rahmah namun jarang 

digunakan. Berdasarkan intruksi dari manajer, AO hanya merekomendasikan 

produk muraba>hah karena produk muraba>hah dinilai perhitungan 

keuntungannya lebih mudah, pasti, dan tidak rumit seperti produk 

pembiayaan musya>rakah. Oleh karena itu risiko kredit pembiayaan 

muraba>hah dapat dikatakan relatif lebih kecil sebab kedua pihak (koperasi 

dan debitur) telah membuat kesepakatan harga jual dan jangka waktu 

pembayaran dan akad jual beli tersebut tidak dapat berubah selama 

berlakunya akad.  

Tujuan pembiayaan muraba>>hah ini lebih banyak digunakan untuk usaha 

produktif dibandingkan multiguna (konsumtif). Seperti usaha warung 

sembako, pasar, toko kelontong, usaha kuliner, konveksi, dan lain-lain. 

Sedangkan untuk Golongan Berpenghasilan Tetap (GBT) lebih banyak 

menggunakan dana dengan tujuan untuk pembiayaan konsumtif seperti biaya 

pernikahan, renovasi rumah, membeli kendaraan, dan lain-lain , meskipun 

seringkali juga terdapat pula yang menggunakan untuk modal usaha.  

Dalam menganalisa kelayakan penerimaan pembiayaan lebih 

menitikberatkan pada analisis Character, Collateral, Capacity, Condition, 

dan Capital atau 5C. Namun, meski telah memiliki pedoman dan aturan 
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tersendiri dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan anggota tetap saja 

resiko pembiayaan bermasalah tidak dapat dihindarkan.  

Suatu masalah tidak akan terjadi tanpa adanya sebab yang melatar 

belakangi munculnya permasalahan tersebut. Begitu pula dengan 

pembiayaan bermasalah yang terjadi di USPPS-KSU Jabal Rahmah juga 

disebabkan  oleh adanya faktor-faktor yang menjadi pemicu timbulnya 

permasalahan tersebut. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab 

pembiayaan bermasalah,  sebagaimana yang dijelaskan pada teori pada bab 2 

yakni menurut pendapat Nur S. Bukhori dalam bukunya menjelaskan bahwa 

pembiayaan bermasalah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah mempunyai 

beberapa penyebab yang terdiri dari faktor internal, faktor eksternal dan 

kondisi lingkungan.3 Mengacu pada teori tersebut dan berdasarkan hasil 

wawancara dengan Ahmad Muzakki yang telah dipaparkan pada bab 3, dapat 

dianalisa penyebab pembiayaan bermasalah di USPPS-KSU Jabal Rahmah 

Sidoarjo adalah:  

1) Faktor internal, yakni penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal 

dari dalam perusahaan itu sendiri yaitu petugas pembiayaan itu sendiri. 

Adapun hal-hal yang menjadi indikator permasalahan ini diantaranya: 

a) Kejujuran 

Salah satu penyebab pembiayaan bermasalah yang terjadi di 

USPPS-KSU Jabal Rahmah adalah disebabkan oleh ketidakjujuran 

yang dilakukan oleh AO seperti tidak memberikan informasi 

                                                            
3 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah Teori dan Praktik (Banten: PAM Press, 2012), 212. 
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pembayaran yang telah dilakukan oleh anggota pembiayaan.4 Hal 

ini dapat disebut sebuah kecurangan dari karyawan sehingga dapat 

menimbulkan kerugian di pihak koperasi serta dapat merugikan 

anggota pembiayaan karena nama dan kolektabilitasnnya menjadi 

buruk akibat tindakan yang dilakukan AO. Oleh karena itu USPPS-

KSU Jabal Rahmah sebaiknya melakukan pembinaan terhadap 

karyawannya berkaitan dengan kejujuran karena lembaga yang 

dikelola merupakan lembaga yang berlandaskan syariah dan jika hal 

tersebut maka kepercayaan anggota akan berkurang kepada koperasi 

dan membuat citra koperasi juga menjadi buruk.  

b) Pengetahuan 

Dalam rangka pengembangan pengetahuan keterampilan, dan 

wawasan SDI (Sumber Daya Insani) lembaga keuangan 

syariah/perbankan syariah, USPPS-KSU Jabal Rahmah akan selalu 

memberikan pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu kepada setiap 

karyawan yang direkrut di Lembaga Keuangan dan Perbankan 

(LKP) Tursina terutama dalam pengetahuan dan keterampilan dasar 

operasional LKS.5 Sehingga dengan bekal yang sudah diberikan oleh 

pihak lembaga kepada karyawannya khususnya petugas pembiayaan 

maka karyawan seharusnya sudah memiliki pengetahuan yang cukup 

baik tentang manajemen pembiayaan. Petugas pembiayaan USPPS-

KSU  Jabal Rahmah masih perlu menigkatkan pengetahuan lagi 

                                                            
4 Ahmad Muzakki,Wawancara, Sidoarjo, 17 November 2016. 
5 Ibid.  
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dalam memilih calon penerima pembiayaan yang potensial, 

melakukan analisis yang tepat yang sesuai kondisi, hingga komite 

pembiayaan agar dapat memperbaiki kondisi yang ada menjadi lebih 

baik. Selain itu pengawasan yang dilakukan juga tidak dilakukan 

secara intensif selepas proses realisasi dilaksankan. Oleh karena itu 

jika terjadi permasalahan pada pihak koperasi belum dapat 

mendeteksi secara dini.  

c) Sikap  

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di USPPS-KSU Jabal 

Rahmah juga disebabkan karena petugas pembiayaan tidak bersikap 

netral dalam memberikan pembiayaan, karena terkadang mereka 

lebih mengutamakan faktor kedekatan, relasi, hingga mengabaikan 

profesionalisme manajerial. Hal ini terjadi dalam kasus yang 

dipaparkan pada salah studi kasus di bab 3 yakni anggota “B”, yang 

mana ia memperoleh pembiayaan dengan referensi pengajuan dari 

salah satu pegawai di USPPS-KSU Al-Hambra yang meminta 

pimpinan USPPS-KSU Jabal Rahmah untuk menerima pengajuan 

“B” tersebut.6 Pengajuan sebesar Rp. 50.000.000,- sedangkan 

maksimal plafond yang ada di aturan pembiayaan USPPS-KSU 

Jabal Rahmah adalah sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga pembiayaan 

ini jelas menyalahi aturan SOP perusahaan. Dengan proses yang 

hanya memakan waktu 2 hari akhirnya pengajuan tersebut diterima, 

                                                            
6 Ainur Rofiq,Wawancara, Sidoarjo, 28 November 2016. 
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namun akhirnya pembiayaan tersebut macet hingga saat ini karena 

tidak melakukan analisis yang benar serta melanggar aturan SOP 

pembiayaan yang ada.  

d) Keterampilan 

Dengan melihat salah satu permasalahan pada paparan bab 3 

yakni anggota “A” yang tidak mampu membayar pada angsuran 

ketiga, dapat menjadi salah satu aspek penilaian AO dalam 

melakukan analisis kemampuan bayar calon penerima pembiayaan 

masih lemah. Keterampilan AO dalam analisis merupakan kunci 

utama keberhasilan pembiayaan, sehingga dalam melakukan analisis 

harus dilaksanakan lebih selektif lagi agar dapat meminimalisir 

risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.  

e) Sistem Operasional dan Prosedur 

USPPS-KSU Jabal Rahmah memiliki pedoman SOP dalam 

menjalankan operasionalnya, yakni SE No:007-KOM/IT/08/2007 

Tentang: Persyaratan dan Ketentuan Prosedur Pelayanan Pemberian 

Fasilitas Pembiayaan. Peraturan tersebut merupakan salah satu 

upaya USPPS-KSU Jabal Rahmah untuk mengantisipasi terjadinya 

kecerobohan atau penyimpangan yang melanggar prinsip kehati-

hatian koperasi dalam pelayanan pemberian fasilitas pembiayaan 

(inclusif: Piutang dan Sewa) kepada calon anggota atau yang sudah 

menjadi anggota. Untuk itu, Dewan Komisaris USPPS-KSU Jabal 

Rahmah menetapkan/menentukan persyaratan dan prosedur 
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pelayanan pemberian fasilitas pelayanan pembiayaan yang harus 

dipatuhi baik oleh Direksi beserta seluruh pejabat/pekerja yang 

terkait dengan pelayanan maupun oleh anggota yang akan menerima 

fasilitas pembiayaan tersebut.7 Namun meski telah terdapat 

peraturan yang ditetapkan seperti yang dijelaskan pada SOP dalam 

pemaparan di bab 3, peraturan tersebut seringkali diabaikan 

sehingga merugikan pihak lembaga.  

2) Faktor eksternal, yaitu penyebab pembiayaan bermasalah yang berasal 

dari luar lembaga atau penerima pembiayaan. Seperti yang terjadi di 

USPPS-KSU Jabal Rahmah, menurut keterangan yang telah dipaparkan 

di bab 3, pembiayaan bermasalah yang terjadi sebagian  besar 

disebabkan oleh penerima pembiayaan itu sendiri. Menurut Nur S. 

Bukhori dalam bukunya menjelaskan ada 4 faktor penting yang harus 

diperhatikan terhadap calon penerima pembiayaannya,8 antara lain: 

a) Karakter penerima calon pembiayaan  

Pembiayaan bermasalah di USPPS-KSU Jabal Rahmah salah 

satunya disebabkan karena anggota memiliki karakter yang tidak  

baik sehingga tidak kooperatif dalam melaksanakan kewajibannya, 

seperti sengaja tidak melakukan pembayaran, mangkir ketika 

ditagih, tidak bisa dihubungi, bahkan hingga melarikan diri.9 

Apabila seorang yang memiliki karakter dan i’tikad baik sebisa 

                                                            
7 USPPS-KSU Jabal Rahmah, SE No:007-KOM/IT/08/2007 Tentang: persyaratan dan Ketentuan 

Prosedur Pelayanan Pemberian Fasilitas Pembiayaan (Sidoarjo: 2011), 1. 
8 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah Teori dan Praktik...,214. 
9 Ahmad Muzakki,Wawancara, Sidoarjo, 17 November 2016. 
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mungkin ia akan terus mengusahakan untuk tetap membayar sesuai 

dengan kemampuannya sehingga ia tidak sampai menunggak hingga 

berbulan-bulan.  

b) Side streaming penggunaan dana 

Anggota menggunakan dananya tidak sesuai dengan yang tertera 

dalam akad, seperti dana yang sudah terealisasi ternyata bukan 

hanya digunakan untuk keperluan pribadi melainkan mewakili 

kepentingan orang lain. Hal ini sangat merugikan koperasi karena 

permasalahan seperti ini akan menjadi sangat rumit 

penyelesaiannya. 

c) Peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup 

Mendahulukan kebutuhan konsumsi dan gaya hidupnya 

dibandingkan dia harus membayar kewajiban angsurannya, sehingga 

uang yang harusnya dibayarakan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan yang lain. 

d) Memprioritaskan kepentingan lain 

Beberapa kasus yang terjadi juga banyak disebabkan karena anggota 

yang seharusnya membayarkan uangnya untuk pembayaran 

angsuran namun digunakan untuk kepentingan lain contohnya 

seperti digunakan untuk membayar biaya sekolah anaknya.  

e) Kondisi lingkungan 

Satu hal ini juga merupakan salah satu faktor penting yang sering 

kali menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi, seperti anggota 
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sedang mengalami musibah seperti sakit, meninggal, terjadi 

bencana alam, terkendala musim, serta pengaruh kebijakan 

pemerintah. Dalam kondisi ini koperasi tidak dapat menuntut 

kepada anggota, karena sebab terjadinya permasalahan murni bukan 

disebabkan kesalahan manusia, oleh karena itu biasanya akan 

diberikan keringanan berupa penurunan margin atau mengonversi 

menjadi pembiayaan qa>rdh. 

Selain faktor di atas menurut Ahmad Ifham Sholikin dalam bukunya, 

menjelaskan terdapat satu faktor lagi yang mempengaruhi pembiayaan 

bermasalah yakni faktor kegagalan bisnis yang meliputi aspek hubungan, 

aspek yuridis, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek teknis produksi, 

dan aspek keuangan.10 Di USPPS-KSU Jabal Rahmah hal tersebut juga yang 

sering menjadi alasan anggota mengalami keterlambatan bayar karena 

kehilangan pekerjaannya atau usahanya sedang mengalami penurunan 

pendapatan baik karena permintaan lesu, lokasi usaha tidak tepat, ada 

pesaing baru, pasar jenuh, dan kegagalan dalam mengelola usaha.  

Dari pembahasan diatas, maka muncul proposisi sebagai berikut: 

1) Penyebab pembiayaan bermasalah di USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo 

disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal yakni penyebab pembiayaan bermasalah dari pihak dalam 

koperasi itu sendiri yakni petugas pembiayaan. Sedangkan penyebab 

                                                            
10 Ahmad Ifham, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah, (Depok: Herya Media, 2016), 12.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

109 

 

 

pembiayaan bermasalah yang berasal dari eksteral koperasi yaitu berasal 

dari anggota penerima pembiayaan.  

B. Analisis Langkah-langkah dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di 

USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo 

Penanganan pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan oleh 

USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo sebagai bentuk penyelamatan terhadap 

pembiayaan bermasalah yang masih mempunyai prospek usaha, kinerja, 

kemampuan membayar serta itikad baik, dengan tujuan meminimalkan 

kemungkinan timbulnya kerugian bagi koperasi.11 Karena itu pengelolaan 

dan penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui tindakan 

yang tepat. Analisis upaya yang dilakukan USPPS-KSU Jabal Rahmah 

Sidoarjo jika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil 

Menengah Nomor: 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar 

Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa 

Keuangan Syariah Koperasi, sebagai berikut:12 

1. Tindakan Preventif/pencegahan  

Secara garis besar upaya pencegahan yang dilakukan USPPS-KSU Jabal 

Rahmah diantaranya: 

a. Melakukan pemantauan terhadap anggota, seperti kondisi usahanya 

maupun jadwal pembayarannya agar ketika terjadi penunggakan 

koperasi dapat segera mengetahui penyebabnya.  

                                                            
11 Ahmad Muzakki,Wawancara, Sidoarjo, 17 November 2016. 
12 Ali Hamdan & Saifuddin, Koperasi Syariah (Surabaya: STAINA Press, 2014), 79. 
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b. Melakukan kunjungan pada saat penagihan ke lokasi anggota, dengan 

mencari tahu alasan anggota tidak melakukan pembayaran dan 

memberikan pembinaan kepada anggota agar kembali rutin 

melakukan pembayaran sehingga gejala pembiayaan bermasalah 

dapat ditangani sedini mungkin.  

c. Memberikan Surat Peringatan kepada anggota yang bermasalah agar 

ia segera melakukan pembayaran kembali. 

2. Tindakan Revitalisasi 

Apabila anggota masih meminta tenggang waktu atau amnesty 

dan jika manajer atau pembina melihat anggota masih memiliki i’tikad 

baik atau masih mau bekerja sama untuk menyelesaikan pembiayaan 

bermasalah yang dilakukannya, potensi usaha masih cukup bagus, 

kemampuan anggota dalam memenuhi kewajiban masih ada, usaha 

mengalami permasalahan cash flow dan manajemen, dan plafon 

pembiayaan tidak berubah. Tindakan ini dilakukan dengan prinsip 3R 

yakni: rescheduling, reconditioning, dan restructuring. 

3. Tindakan Kuratif/Penyelesaian 

Tindakan ini dilakukan apabila koperasi sudah tidak ingin melanjutkan 

hubungan bisnis lagi dengan anggota yang bersangkutan. Upaya 

penyelesaian dilakukan dengan: 

a. Eksekusi jaminan 

Apabila setelah dilakukan kebijakan revitalisasi tidak dapat 

membuahkan hasil maka kebijakan selanjutnya dengan penyelesaian 
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melalui eksekusi jaminan, kebijakan ini dilakukan oleh koperasi 

apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha 

anggota tidak menunjukkan kondisi yang baik dan anggota tidak 

menunjukkan sifat kooperatif untuk menyelesaikan kewajibannya. 

b. Likuidasi, tindakan melalui penutupan dan penjualan seluruh 

asset/kekayaan usaha anggota dan hasilnya digunakan untuk 

menyelesaikan seluruh kewajiban anggota pembiayaan bermasalah. 

c. Collection Agent, proses penanganan pembiayaan bermasalah melalui 

bantuan pihak ketiga. 

d. Write off  (hapus tagih) 

Apabila upaya-upaya tersebut tetap tidak berhasil, maka langkah 

terakhir yang dilakukan yakni dengan write off  (hapus tagih) yaitu 

koperasi menghapus kewajiban anggota yang tidak dapat 

diselesaikan.13 

Dari pembahasan diatas, maka muncul proposisi sebagai berikut: 

2) Upaya yang ditempuh oleh USPPS-KSU Jabal Rahmah telah sesuai 

dengan prosedur penanganan pembiayaan bermasalah, terdapat tiga 

tindakan yakni tindakan preventif yakni merupakan tindakan 

pencegahan, revitalisasi merupakan tindakan utuk memperbaiki kembali 

masalah-masalah yang timbul, dan kuratif adalah tindakan berupa 

penyelesaian dan dilakukan ketika koperasi sudah tidak ingin 

melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan anggota yang bersangkutan. 

                                                            
13 Ahmad Muzakki, Wawancara, Sidoarjo, 17 November 2016.  
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Dari ketiga tindakan tersebut tindakan preventif dan revitalisasilah yang 

paling sering digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah. 

C. Analisis Implementasi dan Implikasi Revitalisasi Pembiayaan Bermasalah di 

USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo 

Dalam hal penanganan kasus pembiayaan bermasalah dengan akad 

muraba>hah seperti telah di uraikan pada bab tiga sebelumnya, USPPS-KSU 

Jabal Rahmah tidak semena-mena menggunakan cara instan agar 

pembiayaannya dapat terselesaikan. Tetapi melalui tahap pendekatan baik 

yang bersifat formal dan informal agar dapat menggugah hati anggota untuk 

membayar sehingga pembiayaan dapat kembali berjalan normal sesuai 

harapan koperasi. Pendekatan formal bisa dilakukan dengan sesering 

mungkin berkomunikasi dengan debitur dan melakukan kunjungan ke rumah 

maupun tempat kerjanya. Sedangkan pendekatan non formal dilakukan 

dengan melihat kebiasaan anggota, hobi dan menjalin hubungan baik dengan 

keluarga anggota.14 

Apabila pendekatan-pendekatan tersebut sudah terlaksana dan belum 

mendapatkan hasil yang optimal, maka USPPS-KSU Jabal Rahmah akan 

melaksanakan kebijakan revitalisasi. Revitalisasi ini dilakukan, apabila 

berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan terdapat indikasi 

bahwa usaha anggota masih berjalan dan hasil usaha anggota diyakini masih 

                                                            
14 Rizki Sucianto, Wawancara, Sidoarjo, 17 November 2016. 
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mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank. Adapun proses di 

dalam revitalisasi itu adalah: 

1. Mencari penyebab bermasalah. 

2. Jika anggota meminta amnesty, koperasi mencarikan solusi dengan 

mengevaluasi potensi anggota, dan jika memungkinkan untuk dilakukan 

tindakan revitalisasi. 

3. AO melakukan investigasi ulang terhadap karakter, kemampuan 

membayar, agunan, dan prospek usaha anggota.  

4. Jika pengajuan dan hasil investigasi dari AO cocok akan diterima oleh 

Pimpinan atau Manajer Koperasi.  

5. Selanjutnya, koperasi melakukan pengikatan-pengikatan dan membuat 

simulasi baru untuk jumlah angsuran, jadwal angsuran, dan Surat 

Sanggup. 

6. Jika semua berkas sudah siap maka akan dilakukan revitalisasi 

pembiayaan.15 

Revitalisasi dengan akad muraba>hah dilakukan pada beberapa kasus 

pembiayaan bermasalah yang terjadi USPPS-KSU Jabal Rahmah sebagai 

berikut: 

a) Rescheduling (penjadwalan kembali)  

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil 

Menengah Nomor: 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman 

Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan 

                                                            
15 Ahmad Muzakki,Wawancara, Sidoarjo, 28 November 2016. 
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Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, penjadwalan ulang dilakukan 

dengan mengubah jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, jadwal 

pembayaran (penanggalan) tanpa mengubah sisa kewajiban anggota 

yang  harus dibayarkan kepada koperasi syariah.16 Dalam kebijakan 

penanganan pembiayaan bermasalah USPPS-KSU Jabal Rahmah, 

rescheduling adalah tindakan yang berbentuk penjadwalan kembali 

kewajiban anggota. Rescheduling dilakukan dengan melakukan 

penjadwalan kembali jangka waktu pembiayaan, perubahan jadwal 

angsuran, pemberian grace period, perubahan jumlah angsuran, saran 

perbaikan kualitas manajerial dari pengelola usaha, perbaikan mutu 

ibadah mahdhah dan sikap ikhlas dan jujur dalam berusaha.17 

 Rescheduling yang dilakukan di USPPS-KSU Jabal Rahmah 

dalam kasus yang dipaparkan di bab 3 yakni pada kasus anggota “A” 

yang mengalami penunggakan karena sedang mengalami penurunan 

pendapatan akibat usahanya yang tergusur. Hal ini menjadi salah satu 

risiko yang harus dihadapi USPPS-KSU Jabal Rahmah dalam 

menyalurkan pembiayaan. Pangsa pasar USPPS-KSU Jabal Rahmah 

untuk kegiatan lending adalah para pelaku usaha UMKM seperti 

pedagang di pasar, rumahan, dan kaki lima serta pengusaha pande besi 

yang kebanyakan ada di wilayah tersebut. Untuk itu, koperasi belum 

dapat menuntut adanya izin usaha mereka jika ingin mengajukan 

                                                            
16 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah Teori dan Praktik..., 206.  
17 USPPS-KSU Jabal Rahmah, Standar Operational Procedure (SOP) USPPS-KSU Jabal Rahmah 

(Sidoarjo: 2011), 34. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

115 

 

 

pembiayaan, sebab untuk mendapatkan izin usaha tergolong mahal dan 

banyak persyaratan. Untuk itu, jika usaha yang dijalankan memiliki 

income yang tidak begitu besar maka secara tidak langsung juga akan 

kesulitan mendapatkan izin usaha tersebut. Usaha dengan omzet yang  

kecil sangat rentan mengalami kebangkrut, seperti yang terjadi pada 

kasus “A” ini.  

 Untuk mengantisipasi resiko tersebut, koperasi harus benar-benar 

selektif dalam melakukan analisis, seperti dalam menganalisa karakter 

calon penerima pembiayaan, karakter menjadi hal sangat penting sebab 

anggota yang memiliki karakter baik akan selalu berupaya untuk tetap 

melakukan pembayaran dalam segala kondisinya sebab ia akan merasa 

terikat dengan kewajiban yang harus dipenuhinya. Jika mendapat 

masalah dalam usahanya sesegera mungkin ia akan mencari solusinya 

dan pantang menyerah.  

 Pada kasus “A”, ia dinilai memiliki i’tikad baik karena ketika 

mengalami permasalahan ia segera mengonsultasikan kepada koperasi 

sehingga koperasi dapat segera mencari solusinya.  Untuk itu koperasi 

melakukan penjadwalan ulang dengan menurunkan besaran 

angsurannya dan memberikan perpanjangan waktu pembayarannya.  

b) Restructuring (penataan kembali) 

 Menurut kebijakan penanganan pembiayaan bermasalah USPPS-

KSU Jabal Rahmah, restrukturisasi adalah tindakan yang berbentuk 
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penyusunan ulang terhadap seluruh kewajiban anggota.18 Dalam kasus 

yang dipaparkan pada bab 3, restrukturisasi dilakukan dengan cara 

novasi, yakni adanya mitra baru yang menggantikan kewajiban mitra 

lama di koperasi.19 Anggota yang dilakukan restrukturisasi ini 

mengalami kemacetan karena telah melakukan penyalahgunaan atau 

side streaming. Untuk mengatasi masalah ini koperasi sudah pernah 

melakukan penjadwalan ulang (rescheduling) dengan memberikan 

perpanjangan jangka waktu dan dengan menurunkan besaran 

angsurannya menjadi sebesar Rp. 3.122.222 per bulan dalam jangka 

waktu selama 18 bulan.20 Jika dilihat dari usaha yang dijalankan oleh 

anggota ini, sebenarnya dia tidak mampu untuk mengangsur dengan 

besaran angsuran tersebut. Selain itu dalam hal ini koperasi kurang 

selektif dalam menganalisis jaminan, sebab jaminan yang ada 

merupakan sertifikat atas nama beberapa pihak, namun saat 

dijaminkan koperasi tidak meminta persetujuan yang berupa tanda 

tangan dari pihak-pihak yang terkait.21 Hal ini akan berbahaya jika 

suatu saat terdapat masalah, koperasi bisa dituntut secara hukum 

karena lalai dalam menjalankan aktifitas usahanya sehingga dapat 

merugikan koperasi itu sendiri. 

                                                            
18 USPPS-KSU Jabal Rahmah, Standar Operational Procedure (SOP) USPPS-KSU Jabal Rahmah 

(Sidoarjo: 2011), 34. 
19 Ali Hamdan & Saifuddin, Koperasi Syariah..., 80.  
20 USPPS-KSU Jabal Rahmah, Daftar Kolektabilitas KSU Jabal Rahmah (Sidoarjo: USPPS-KSU 

Jabal Rahmah, 2016), 2.  
21 Ainur Rofiq,Wawancara, Sidoarjo, 28 November 2016. 
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 Karakter anggota juga dapat dikatakan kurang baik, sebab ia 

sering mangkir saat koperasi berusaha untuk menagihnya. Setelah 

koperasi mengetahui duduk permasalahan “B” bahwa dana yang ia 

terima juga dipakai oleh orang lain atau “BB”, kemudian “B” meminta 

agar koperasi membantunya untuk menagih kepada “BB” karena 

sejauh ini anggota “B” tidak bisa menagih sendiri. Untuk itu, koperasi 

akhirnya membuat kebijakan novasi dengan membuat surat pernyataan 

yang menyatakan bahwa “BB” bersedia untuk menjadi mitra baru 

menggantikan kewajiban atas nama “B” sesuai besaran dana yang ia 

gunakan.  

 Salah satu syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan 

novasi adalah novator harus memenuhi kriteria 5C dengan aspek-aspek 

pembiayaan lainnya, sama halnya seperti anggota baru serta harus 

memenuhi seluruh legalitas usaha untuk dapat menjalankan aktivitas 

usahanya.22 Novasi yang dilakukan koperasi kepada “BB” tidak 

dijalankan sebagaimana mestinya karena secara penganalisaan anggota 

“B” ini tidak memenuhi kriteria 5C. Dari segi character anggota ini 

kurang memiliki i’tikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya 

terlihat saat berkali-kali koperasi mencoba untuk menghubungi dan 

meminta kejelasan atas dana tersebut, ia justru bersifat acuh dan 

sombong serta belum pernah ada angsuran yang masuk darinya sejak 

pertama kali dana tersebut terealisasi. Dari segi capital ia tidak 

                                                            
22 Mutamimah & Siti Nur Zaidah Chasanah, “Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan 

Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia”..., 186.  
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memiliki usaha apapun sehingga tidak ada permodalan. Dari segi 

condition perekonomiannya, ia banyak memiliki kewajiban di lembaga 

keuangan lain. Dari segi capacity, ia hanya memiliki pendapatan dari 

pekerjaanya sebagai guru TK. Dari segi collateral, ia tidak memiliki 

jaminan apapun sehingga barang yang menjadi jaminan tetaplah 

jaminan milik “B”. 

 Dengan melihat analisis tersebut sudah jelas kiranya “BB” ini 

tidak layak menjadi novator. Lalu mengapa “BB” ini tetap menjadi 

novator? Koperasi tetap menjadikan “BB” sebagai novator karena 

koperasi hanya ingin agar “BB” mau berusaha untuk membayar atas 

dana yang telah digunakannya. Sehingga tujuan dari  adanya novasi 

yang dilakukan ini adalah hanya sebatas somasi.  

c) Reconditioning (penataan kembali) 

 Pesyaratan kembali dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-

syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, 

jangka waktu, jadwal pembayaran, dan/atau pemberian potongan 

sepanjang tidak menambah sisa kewajiban anggota yang harus 

dibayarkan kepada koperasi syariah.23 Menurut kebijakan penanganan 

pembiayaan bermasalah USPPS-KSU Jabal Rahmah, reconditioning 

dilakukan melalui perubahan jaminan, bantuan manajemen, dan 

penguatan ruhiyah pengelola dan pemilik usaha.24 

                                                            
23 Nur S. Buchori, Koperasi Syariah Teori dan Praktik..., 206. 
24 USPPS-KSU Jabal Rahmah, Standar Operational Procedure (SOP) USPPS-KSU Jabal Rahmah 

(Sidoarjo: 2011), 34. 
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 Penyelesaian dengan reconditioning dalam kasus yang  dipaparkan 

pada kasus “C”, dilakukan karena jaminan mengalami perubahan status 

kepemilikan karena objek jaminan telah dijual, sedangkan pembeli 

tidak melakukan pembayaran secara tunai dan meminta untuk diangsur 

pembayarannya. Dengan ini koperasi tidak melakukan pengakadan 

ulang dengan kata lain sisa angsuran pembiayaan tersebut dipindah 

tangan menjadi atas nama pembeli jaminan tersebut atau disebut 

“CC”. Jika hal ini dilakukan maka akan “CC” tersebut akan terkena 

biaya administrasi, sedangkan “CC” tidak bersedia membayar biaya 

administrasi tersebut. Maka koperasi hanya membuat surat pernyataan 

bahwa pembiayaan atas nama “C” akan dilunasi oleh “CC”.  

 Anggota “C” telah jatuh tempo sejak bulan Februari 2016 lalu, 

dengan tunggakan yang masih tersisa Rp. 3.604.000,- sedangkan “CC” 

hanya bersedia mengangsur Rp. 200.000,- per bulan sehingga hal ini 

berarti ia akan selesai menganggsur dalam waktu 18 bulan. Koperasi 

dapat mengalami  kerugian jika hal tersebut dilakukan, karena dalam 

melaksanakan proses revitalisasi diperlukan biaya-biaya yang harus 

dikeluarkan, sementara koperasi harus melakukan penjadwalan ulang 

agar dapat teratur dengan baik secara sistem sebab angsuran tersebut 

baru akan selesai selama 18 bulan mendatang.  

Diimplementasikannya revitalisasi pembiayaan bermasalah dapat 

berimplikasi kepada membaiknya aktifitas pembayaran oleh anggota 

pembiayaan bermasalah sehingga dapat menurunkan nilai non performing 
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finance dan meningkatkan nilai kesehatan koperasi. Namun secara praktik 

implementasi revitalisasi pembiayaan bermasalah di USPPS-KSU Jabal 

Rahmah belum dilaksanakan secara maksimal, ada beberapa hal yang belum 

dilaksanakan secara maksimal berupa kebijakan dan prosedur, serta 

penerapan prinsip syariah dalam melaksanakan revitalisasi pembiayaan 

bermasalah seperti yang ditulis oleh Nur S. Bukhori dalam buku Koperasi 

Syariah, sehingga hal tersebut berakibat tidak baik bagi koperasi itu sendiri. 

Dari pembahasan diatas, maka muncul proposisi sebagai berikut: 

3) Salah satu kebijakan yang paling sering USPPS-Jabal Rahmah untuk 

menangani pembiayaan bermasalah adalah melalui kebijakan revitalisasi 

pembiayaan, yang meliputi rescheduling, reconditioning, dan  

restructuring. Dalam pelaksanaannya revitalisasi pembiayaan di USPPS-

KSU Jabal Rahmah belum diterapkan secara maksimal, seperti halnya 

tidak mengenakan ganti rugi (ta’widh) kepada anggota pembiayaan 

yang bermasalah serta kurangnya ketegasan dalam melaksanakan 

kebijakan sehingga akibatnya koperasi justru mengalami kerugian baik 

dari segi materi maupun reputasi.  

Dari proposisi-proposisi diatas, maka diperoleh proposisi mayor yakni 

sebagai berikut: 

“Pembiayaan bermasalah di USPPS-KSU Jabal Rahmah Sidoarjo 

disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal yaitu dari petugas 

pembiayaan koperasi dan faktor eksternal yaitu dari anggota penerima 

pembiayaan. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi 

tersebut USPPS-KSU Jabal Rahmah menggunakan tiga tindakan yaitu 

tindakan preventif yakni merupakan tindakan pencegahan, revitalisasi 

merupakan tindakan untuk memperbaiki kembali masalah-masalah yang 
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timbul, dan kuratif adalah tindakan berupa penyelesaian. Dari ketiga 

tindakan tersebut, kebijakan preventif dan revitalisasi yang paling sering 

digunakan. Salah satu kebijakan yang paling sering USPPS-Jabal 

Rahmah untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah melalui 

kebijakan revitalisasi pembiayaan, yang meliputi rescheduling, 
reconditioning, dan  restructuring. Dalam pelaksanaannya revitalisasi 

pembiayaan di USPPS-KSU Jabal Rahmah belum diterapkan secara 

maksimal, seperti halnya tidak mengenakan ganti rugi (ta’widh) kepada 

anggota pembiayaan bermasalah serta kurangnya ketegasan dalam 

melaksanakan kebijakan sehingga akibatnya koperasi justru mengalami 

kerugian.” 


